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PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2020 

TENTANG 

KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai 

Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pemuda dan Olahraga tentang Kode Etik Pegawai 

Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5494);  
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 4450); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101); 

7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG 

KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN PEMUDA DAN 

OLAHRAGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Kode Etik Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga 

yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah 

pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai 

Kementerian Pemuda dan Olahraga di dalam 

melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-

hari. 
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2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan 

Olahraga yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 

pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja, pegawai pemerintah 

nonpegawai negeri, dan pegawai yang diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya, termasuk pegawai negeri sipil yang ditugaskan, 

diperbantukan, atau dipekerjakan di Lingkungan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga serta digaji 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Majelis Kode Etik Pegawai Kementerian Pemuda dan 

Olahraga yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim 

yang bersifat Ad Hoc yang bertugas melakukan 

penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh Pegawai. 

4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau 

perbuatan  Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik 

Pegawai. 

5. Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada 

pejabat yang berwenang terkait adanya Pelanggaran yang 

sedang dan/atau telah terjadi. 

6. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan 

Pelanggaran. 

7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pembina 

kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum 

atau Pejabat lain yang ditunjuk. 

8. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu 

Pelanggaran yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri, 

dan/atau ia alami sendiri. 

9. Menteri adalah Menteri Pemuda dan Olahraga selaku 

pejabat pembina kepegawaian Kementerian Pemuda dan 

Olahraga. 
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BAB II 

NILAI-NILAI DASAR DAN TUJUAN 

 

Bagian Kesatu 

Nilai-Nilai Dasar 

 

Pasal 2 

Setiap Pegawai harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar 

Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terdiri atas:  

a. Akuntabel, yang berarti dalam melakukan pekerjaan, 

seluruh Pegawai melakukannya dengan penuh tanggung 

jawab, dan tidak bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Profesional, yang berarti dalam bekerja, seluruh Pegawai 

melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan 

kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab serta 

komitmen yang tinggi. 

c. Integritas, yang berarti dalam berpikir, berkata, 

berperilaku, dan bertindak seluruh Pegawai 

melakukannya dengan baik dan benar serta selalu 

memegang teguh Kode Etik dan prinsip-prinsip moral; 

d. Kreatif yang berarti dalam bekerja, seluruh Pegawai 

berupaya melakukan dan menciptakan suatu ide dan 

konsep baru. 

 

Bagian Kedua 

Tujuan 

 

Pasal 3 

Tujuan Kode Etik Pegawai yaitu: 

a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas 

Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

b. meningkatkan kinerja dan memacu produktifitas 

Pegawai; dan 

c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan 

kerja, keluarga, dan masyarakat.  
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BAB III 

KODE ETlK 

 

Pasal 4 

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan 

sehari-hari wajib mematuhi Kode Etik Pegawai yang 

berpedoman pada etika: 

a. bernegara; 

b. berorganisasi; 

c. bermasyarakat; 

d. sesama Pegawai; dan 

e. terhadap diri sendiri. 

 

Pasal 5 

(1)  Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a meliputi:  

a. turut serta memelihara rasa persatuan dan 

kesatuan bangsa Indonesia; 

b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar 

sesama suku dan umat beragama;  

c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual 

kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih 

prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri; 

d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam 

menjalankan kewenangan yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan; 

e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan 

tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat 

waktu dalam melaksanakan tugasnya; 

g. melakukan perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan 

kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia; dan 
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